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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat hidayah
dan karunia-Nya penelitian yang berjudul DESENTRALISASI
PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN: Studi tentang
Penyediaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten
Malang Provinsi Jawa Timur ini pengerjaannya sudah bisa sampai
pada tahzp penyelesaian.

Berbagai  kendala  dalam pelaksanaan  kegiatan
pengumpulan data di lapangan dialami oleh peneliti. Kesulitan itu
diawali dari tidak mudahnya melakukan kontak dengan informan
yang sejak awal ditentukan dalam rencana penelitian. Sebagaimana
diketahui informan yang ditetapkan dalam penelitian ini sebagian
besar adalah para pejabat yang dalam tugas dan kewenangannya
berurusan dengan pé'nyediaan layanan kesehatan di Kabupten
Malang. Pejabat itu baik birokrat di Pemerintah Kabupaten Malang
maupun di DPRD Kabupaten Malang. Selain itu, faktor luasnya
wilayah dan sebaran posisi para informan juga menjadi penyebab
sulit untuk dapat melakukan pertemuan wawancara dengan para
informan. Sulitnya untuk melakukan pertemuan dengan para
informan juga disebabkan oleh “momentum” yang kurang tepat,
yakni ketika penelitian lapangan di lakukan, informan dari
kalangan DPRD tengah disibukkan oleh pérsiapan pelaksanan
pemilu anggota legislatif pada bulan April maupun pemilu
presiden pada bulan Juli 2014. Hal ini lah yang menyebabkan
tahapan kegiatan pengumpulan data menjadi terganggu dan
mendorong tahapan-tahapan kegiatan penelitian berikutnya juga
tersendat. Namun dengan berbagai upaya alternatif lainnya, pada
akhirnya data-data yang diperlukan dapat terpenuhi.

Dalam kesempatan ini peneliti merasa perlu menyampaikan
terimakasih yang tidak terhingga kepada Direktur DP2M Dirjen
Pendidikan Tinggi Departemen Pdndidikan Nasional Republik
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Indonesia atas nama Pemermlah Repul :_'lik Indonesia, karena berkat

dana yang dialokasikan penehhm ini dapat dikerjakan. Kepada
beberapa pejabat pemerintah, anggota DPRD, pimpinan LSM
lembaga konsumen, warga masyarakat pemegang Kartu Jamkesda
yang menjadi informan penelitian, peneliti mengucapkan
terimakasih karena atas bantuannya data dan informasi yang
diperlukan dapat diperoleh. Kepada teman-teman sejawat di LP2M
Universitas Merdeka Malang peneliti juga mengucapkan
terimakasih atas pelayanan dan bantuannya selama proses
penelitian ini berjalan. Kepada teman-teman di jurusan Ilmu
- Administrasi Negara FIGIP Universitas Merdeka Malang, peneliti
sangat berterimakasih, karena atas diskusi-diskusinya laporan
penelitian ini menjadi lebih sempurna.

Terakhir, semoga penelitian ini dapat lebih mendorong
minat dan semangat meneliti bagi siapa 5aja yang sempat membaca
{aporan penelitian ini. Kritik dan saran selalu diperlukan dan
diharapkan agar karx-‘éf ini dapat menjadi lebih baik. Amin.

Malang, November 2019
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DAFTAR ISTILAH (GLOSARIUM)

Asuransi sosial: adalah jaminan yang hanya diberikan kepada para
peserta sesuai dengan kontribusinya, yakni premi atau
tabungan yang dibayarkannya.

Bantuan sosial atau yang sering disebut juga sebagai bantuan
publik (public assistance), dapat berbentuk tunjangan uang,
barang atau pelayanan sosial tanpa memperhatikan
kontribusi atau premi dari penerima.

Decentralized governance,”...usaha untuk meningkatkan keterbatasan
kapasitas manajemen publik pemerintah yang lemah
melalui kemitraan dengan lembaga-lembaga pemerintahan
lainnya atau gembuat aturan-aturan alternatif untuk
menyediakan pﬁiayanan sosial melalui organisasi paralel di
sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil”

Desentralisasi "sebagai pengalihan wewenang, tanggung jawab, dan

sumber daya — melalui dekonsentrasi, delegasi, atau
devolusi — dari pusat ke tingkat administrasi yang lebih
rendah".

Desentralisasi penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat: adalah
pengalihan tanggung jawab untuk perawatan kesehatan
primer dan tingkatan yang lebih rendah dari perawatan
akut{rawat inap) kepada unit-unit pemerintah subnasional.

Deconcentration {dekonsentrasi) adalah transfer kewenangan
bertujuan untuk mengalihkan tanggung jawab administrasi
dari kementerian pusat dan departemen untuk tingkat
administrasi regional dan lokal dengan mendirikan kantor
perwakilan departemen nasional dan mentransfer beberapa
kewenangan untuk pengambilan keputusan kepada staf
lapangan regional.

Devolution (devolusi) adalah transfer kekuasaan dan kewenangan
yang bertujuan untuk memperkuat pemerintah daerah



dengan memberikan mereka otoritas, tanggung jawab, dan
sumber daya untuk menyediakan layanan dan
infrastruktur, melindungi kesehatan dan keselamatan
masyarakat, serta merumuskan dan melaksanakan
kebijakan lokal.

Dan delegation {delegasi), adalah pemberian kewenagan yang
bertujuan agar otoritas pemerintah nasional bergeser untuk
manajemen fungsi-fungsi khusus bagi organisasi semi-
otonomi atau parastatal dan BUMN, badan-badan
perencanaan regional dan pengembangan wilayah, dan
otoritas publik bertujuan multi atau tunggal.

Globalisasi {ekonomi): adalah proses sharing kegiatan ekonomi
dunia yang berjalan melanda semua masyarakat di berbagai
negara demgan mengambil tiga bentuk kegiatan, yaitu
perdagangan internasional, investasi asing langsung, dan
aliran pasar modal. -

Governance: menunjuk 2 pada  pemahaman bahwa kekuasaan
(Negara) tidak«lagi semata-mata dimiliki atau menjadi
urusan pemerintah, dan menekankan pada pelaksanaan
fungsi governing secara bersama-sama oleh pemerintah dan
institusi-institusi lain, yaitu civil society (LSM), perusahaan
swasta {bisnis), maupun warga negara.

INA-CBGs (Indonesia Case Based Groups): adalah sistem pembayaran
kepada pemberi pelayanan kesehatan (PPK) yang
dikelompokkan berdasarkan ciri klinis dan pemakaian
sumberdaya yang sama.

INA-DRGs {Indonesia Diagnosis Related Groups): adalah sistem
pembayaran kepada pemberi pelayanan kesehatan {PPK)
yang dilakukan dengan melihat penyakit pasien. Sudah
ditentukan sebelumnya jika seorang pasien didiagnosis
menderita penyakit tertentu, maka akan dikenakan tarif
tertentu pula. Karena itu system ini disebut juga dengan
system paket.




Jaminan Sosial: sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial
untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya secara layak

Jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) adalah program jaminan
kesehatan bagi fakir miskin dan tidak mampu yang tidak
masuk dalam program jamkesmas (maskin non kuota) yang
jurannya dibayar oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten / Kota.

Jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) adalah program
jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan tidak mampu serta
peserta lainnya (maskin kuota) yang iurannya dibayar-oleh -
Pemerintah Pusat.

Kapitasi: adalah sistem pembayaran pelayanan kesehatan dimana
pemberi pelayanan kesehatan (PPK) menerima sejumlah
tetap penghasilan per peserta (per kepala), per periode
tertentu (biasanya per bulan) untuk pelayanan yang telah
ditentukan untitk per periode waktu.

Kebijakan sosial: adalah ketetapan yang didesain secara kolektf
untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi
prefentif), mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif) dan
mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan)
sebagai wujud kewajiban negara (state obligation) dalam
memenuhi hak-hak sosial warganya.

Kebutuhan dasar: adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan,
keschatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan
sosial. # 8

Kegagalan pasar dalam pengertian teknis: dimaksudkan bahwa
pasar (private sector) tidak mampu bekerja sebagaimana
seharusnya. Terjadinya kegagalan pasar ini menjadi salah
satu alasan penting perlunya intervensi pemerintah untuk
menyediakan barang dan jasa publik yang vital bagi
masyarakat.

Konsumen (the service consumer): adalah pihak-pihak memperoleh
dan menikmati pelayanan secara langsung, baik merupakan
individu, setiap orang yang tinggal di suatu wilayah

Xi
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geografis tertentu, badan pemerintah, organisasi swasta,
suatu kelas-individu yang memiliki kesamaan karakteristik
{seperti masyarakat miskin, mahasiswa, eksportir, pekerja,
atau petani).

Masayarakat miskin {(maskin) kuota Jamkesmas: merupakan
kelompok masya-rakat miskin yang biaya kesehatannya
dijamin oleh pemerintah pusat (APBN) dalam program
Jamkesmas.

Masyarakat miskin {maskin) non kuota: merupakan kelompok
masyarakat miskin yang biaya kesehatannya dijamin oleh
dana APBD dalam program Jaminan Kesehatan Daerah
{Jamkesda).

Masyarakat non miskin (mampu): merupakan kelompok yang
mampu membiayai kesehatannya sendiri.

Negara kesejahteraan: pada dasarnya, mengacu pada peran negara
yang akhi dalam mengelola dan mengorganisasi
perekonomian  yang di  dalamnya  mencakup
tanggungjawab negara untuk menjamin ketersediaan
pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi
warganya.

Pelayanan privat: didefinisikan sebagai kegiatan untuk memenuhi
kebutuhan perseorangan, yang bukan menjadi hajat hidup
orang banyak, bukan menjadi kebutuhan bersama secara
kolektif, dan tidak menjadi bagian dari komitmen
pemerintah untuk memenuhi kebutuhan minimal
warganya agar dapat hidup Iéyak dan bukan untuk
memenuhi komitmen nasional dan internasional.

Pelayanan publik: adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan peldyanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara
dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.

Pendanaan kesehatan universal (universal health coverage): sebagai
sistem perawatan kesehatan yang ditandai adanya akses

Xii



terhadap perawatan kesehatan preventif, kuratif,
rehabilitatif dan promotif yang berkualitas dengan biaya
terjangkau semua orang dan dengan demikian dapat
dicapai kesetaraan dalam akses kesehatan.

Pengatur (the service arranger) atau disebut juga dengan service
provider menentukan produsen terhadap konsumen, atau
sebaliknya, atau memilih produsen yang akan melayani
konsumen. Pengatur ini bisa berupa pemerintah kota,
pemerintah federal, asosiasi suka rela, atau konsumen
pelayanan itu sendiri.

Penyelenggara pelayanan publik: adalah setiap institusi
penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen
yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan
pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk
semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Perawatan kesehatan unfversal: adalah sistem perawatan kesehatan
yang ditandai-adanya akses terhadap perawatan kesehatan
preventif, kuratif, rehabilitatif dan promotif yang
berkualitas dan terjangkau oleh semua.

Privatization (privatisasi), meliputi pemindahan tanggungjawab
(responsibilities) atas berbagai aktifitas dari sektor publik ke
sector swasta atau organisasi semi-publik (quasipublic
organizations) yang bukan merupakan bagian dari struktur
pemerintahan. b

Produsen (the service producer): secara langsung berfungsi atau
berperan sebagai penyedia layanan kepada konsumen.
Produsen bisa unit-unit pemerintahan, distrik khusus,
asosiasi sukarela warga negara, perusahaan swasta, badan
nirlaba, atau, dalam kejadian tertentu, konsumen itu

sendiri.
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BAB 1.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan sekaligus sebagai
investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa (Mukti dan
Moertjahjo, 2010:1). Dalam hal kesehatan sebagai hak dasar yang
dimiliki rakyat, maka negara sebagaimana tertuang dalam pasal 28
H (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945
secara imperatif berkewajiban untuk memenuhi dan menjamin
tersedianya layanan kesehatan yang baik (lihat juga Mun'im,
2006:126-128). Demikian pula dalam Undang-Undang Republik
Indonesia (UUI Ri) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (SJSN) dan UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, dikatakan bahwa negara bertanggungjawab mengatur
agar terpenuhinya hak hidup sehat bagi penduduknya terutama
bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Bahkan Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia, misalnya, melalui Keputusan
Menteri Kesehatan RI Nomor 686/Menkes/SK/VI1/2010 telah
menjabarkannya dalam bentuk layanan jaminan kesehatan bagi
masyarakat sangat miskin, miskin dan tidak mampu dalam
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan
kemudian diperluas kepesertaannya bagi ibu hamil, ibu bersalin
dan ibu nifas serta bayi baru lahir dalam Program Jaminan
Persalinan yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Jampersal
(Kementerian Kesehatan RI, 2011).

Di era otonomi daerah melalui UU RI Nomo 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, kewajiban negara dalam
menyediakan hak-hak dasar kesehatan rakyat ini juga
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didesentralisasikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota. Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dijabarkan mengenai
bagaimana dan apa caja urusan wajib bidang kesehatan itu dibagi
antar tingkat pemerintahan tersebut. Karena itu kemudian di
sejumlah daerah, baik provinsi maupun kabupaten / kota timbul
respon berupa disediakannya Sistem Jaminan Kesehatan Daerah
{Jamkesda). Selain karena alasan perundangan itu, sistem Jamkesda
juga sebagai wadah alternatif layanan kesehatan dasar bagi
masyarakat miskin dan tidak mampu di luar kuota Jamkesmas
(Pemerintah Propinsi Jawa Timur Dinas Kesehatan, 2011:1) .

Sebagai investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa,
maka berbagai upaya negara dalam penyediaan layanan hak dasar
bidang kesehatan itu baik oleh pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan akses dan
mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat (Suharto, 2009:60).
Keberhasilan pembangunan kesehatan diharapkan dapat
meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk dapat
mencapai Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015
{Kompas, 23 Mei 2013), yang antara lain diukur melalui Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) (Stalker, 2008:18-27). Dalam
mengukur IPM, kesehatan merupakan salah satu komponen utama
selain pendidikan dan pendapatan (UNDP, 2011:167). Kesehatan
juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan
ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya
penanggulangan kemiskinan (Usman dkk., 2010:326; Buse et al.,
2005:6).

Namun pada perkembangan selanjutnya, melalui telaah
dari perspektif decentralized governance ditemukan beberapa
fenomena ketidakkonsistenan. Secara normatif tidak hanya
ditemukan  kesenjangan  antara norma aturan dengan
pelaksanaannya, tetapi juga ditemukan adanya beberapa aturan
tentang layanan kesehatan yang kontradiktif. Secara empirik
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ditemukan pula kebijakan dan program yang kurang sinkron satu
dengan yang lain. Dan secara konseptual, khususnya yang terkait
dengan Jamkesda ketidakkonsistenan itu ditemukan pada
terjadinya tarik ulur antara centralized dan decentralized governance.

1.2. Fenomena jaminan kesehatan di Kabupaten Malang

Penyelenggaraan Jamkesda di Kabupaten Malang berbeda
dengan di beberapa kabupaten lain di Jawa Timur. Sementara di
beberapa kabupaten lain sudah memiliki dasar hukum yang kuat
berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupat /
Walikota (Perbup / Perwali) serta aturan-aturan teknis turunannya
dalam penyelenggaraan Jamkesda, di kabupaten Malang sama
sekali belum memiliki aturan-aturan tersebut. Penyelenggaraan
Jamkesda langsung merujuk pada Perjanjian Kerjasama antara
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten
Malang, yang untuk penyelenggaraan tahun 2011 didasarkan pada
Perjanijan Kerjasama Nomor : 120.1/1133/012/2011 dan Nomor :
120.1/07/421.022/2011 tentang Pembiayaan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Yang Dijamin Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur
dan Pemerintah Kabupaten Malang.

Belum adanya Perda dan Perbup dan berbagai aturan teknis
turunannya dapat diartikan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang
belum secara sungguh-sungguh dalam memberikan perhatian dan
pelayanan kesehatan masyarakat. Pemerintah Kabupaten juga
belum secara intensif melibatkan pihak legislatif, dalam hal ini
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang
dalam penyelenggaraan Jamkesda. Salah satu akibatnya, dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum
tercantum pos anggaran khusus yang dialokasikan untuk
Jamkesda. Anggaran untuk Jamkesda hanya disebut sebagai
“Bantuan Keuangan Tambahan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Miskin (Jamkesda)”, yang merupakan sub-sub-sub bagian dari
“Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat”, sub-sub
bagian dari “Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat”, dan
merupakan bagian dari pos anggaran “Belanja Bantuan Sosial”.
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Sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk Jamkesda
berdasarkan Perjanjian Kerjasama tahun 2011 adalah sebesar Rp
2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Untuk tahun 2012 berdasarkan
Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/196/ KEP/421.013/2012
tentang Verifikator Teknis Belanja Hibah, Belanja Sosial, Beianja
Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2012, ditetapkan sebesar Rp 3.900.000.000,- (tiga
milyar sembilan ratus juta rupiah).

Sementara #u perkembangan demografis kabupaten
Malang sampai dengan pertengahan tahun 2011 memperlihatkan
terdapat sebanyak 155:000 rumah tangga miskin (RTM) atau sekitar
568.591 jiwa dari total jumlah penduduk Kabupaten Malang 2,8 juta
jiwa (http:// bappekab.malangkab.go.id/index.php? kode=26).
Rumah tangga miskin dengan jumlah sebesar itu yang tinggal di
rumah tak layak ternyata masih banyak. Dari 608.890 unit rumah
yang tersebar di 33 Kecamatan, sekitar 25 persen atau 152 ribu
rumah tergotong tak layak huni
(hitp:// perumahan.malangkab.go.id /newsdetail. php?id=129).

Kemudian apabila dilihat dari aspek IPM secara total antara
tahun 2009, 2010 dan 2011, sekalipun mengalami peningkatan,
angka peningkatan itu hanya tipis saja, yakni dari 70,09 pada tahun
2009 menjadi 70,55 pada 2010, dan meningkat lagi menjadi 70,80
pada 2011 (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Malang, 2012:70).

1.3. Permasalahan

Mencermati data demografis di Kabupaten Malang dan
kemudian mengkonfrontasikannya dengan alokasi anggaran untuk
Jamkesda—baik yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi maupun
oleh Pemerintah Kabupaten—yang relatif minim itu adalah sesuatu
yang cukup memprihatinkan. Kenyataan di atas menunjukkan
bahwa kepedulian Pemerintah Kabupaten Malang terhadap
penyediaan pelayanan publik bidang kesehatan masih sangat
minimal. Menjadi sangat ironis lagi manakala kenyataan di atas
dihadapkan dengan 7 {tujuh) Prioritas dan Fokus Pembangunan
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dalam Program Pembangunan Kabupaten Malang, yang
menempatkan penyediaan pelayanan kesehatan yang terjangkau
bagi masyarakat miskin pada prioritas pertama. Selanjutnya
berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas permasalahan
dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

a) Bagaimana  proses desentralisasi penyelenggaraan
penyediaan layanan kesehatan melalui sistem jaminan
kesehatan daerah (Jamkesda) di Kabupaten Malang?

b) Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendorong dan
penghambat  proses  desentralisasi penyelenggaraan
penyediaan layanan kesehatan melalui sistem jaminan
kesehatan daerah (Jamkesda) di Kabupaten Malang?
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BAB 6.

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atas data-data yang diperoleh di
lapangan vpada akhirnya penelitian tentang Desentralisasi
Penyediaan Layanan Kesehatan (Studi tentang Penyediaan
Jamkesda di Kabupaten Malang) dapat ditarik beberapa
kesimpulan sebagai berikut. '

=
6.1.1. Peluang bagi pemerinfah daerah untuk menyediakan layanan
kesehatan masyarakat daerah secara otonom didasarkan
pada: a) UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang
menegaskan urusan wajib yang menjadi kewenangan
Pemerintah Kabupaten/Kota. Di pasal 14 ayat (1) disebutkan
adanya 16 urusan wajib tersebut, yang salah satunya, pada
butir (e) adalah penanganan bidang kesehatan. b) UU no. 40
tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk
mengembangkan program jaminan kesehatan sesuai dengan
kebutuhan daerah masing-masing. c¢) Keputusan Mahkamah
Konstitusi no. 007/PUU-II1/2005 memperkuat peluang bagi
pemerintah daerah untuk mengembangkan program jaminan
kesehatan  sebagai  sub-sistem jaminan sosial. d)
Diberlakukannya PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota menjadi acuan yang lebih rinci berkenaan
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6.1.3.
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l

dengan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah
daerah.

Penyelenggaraan sistem Jamkesda sebagai manifestasi dari
penyediaan layanan kesehatan masyarakat yang berideologi
pro-poor di Kabupaten Malang bukanlah merupakan prakarsa
murni dari pemerintah Kabupaten Malang. Penerapan sistem
Jamkesda di Kabupaten Malang hanya merupakan respon
atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun
2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (SJKD) di
Jawa Timur, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4
Tahun 2009 yang telah dirubah dua kali menjadi Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Timur tentang
Gistem Kesehatan Daerah di Jawa Timur. Oleh karena itu
pemerintah Kabupaten Malang tidak merasa perlu menyusun
regulasi yang secara khusus mengatur penyelenggaraan
sistem Jamkesda. Regulasi-lebih bersifat teknis-yang
digunakan h;inya berupa Perjanjian Kerjasama antara
Gubernur Jawa Timur dengan Bupati Malang tentang
Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Daerah. Perjanjian
Kerjasama ini diperbarui setiap tahun, yang karenanya dapat
dimaknai kurang terjaminnya baik intensitas maupun
kontinyuitas penyelenggaraan sistem Jamkesda di Kabupaten
Malang.

Proses penyediaan layanan kesehatan melalui sistem
Jamkesda tidak ada keterlibatan = stakeholders di luar
pemerintah daerah, baik itu organisasi profesi, rumah sakit
swasta, lembaga perlindungan konsumen, ataupun
masyarakat. Peran regulator atau pengatur (service arranger),
pembeli layanan (service purchaser), dan penyedia atau
pemberi layanan (service provider) sepenuhnya dilakukan
oleh pemerintah daerah—dalam hal ini Pemerintah Provinsi
Jawa Timur/Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dan
Pemerintah Kabupaten Malang/Dinas Kesehatan Kabupaten
Malang, serta RSUD Kabupaten Malang dan RS Provinsi.
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6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

Di Kabupaten Malang penyediaan layanan kesehatan-yang
meliputi sarana, prasarana, dan sumberdaya manusia
kesehatan-bagi pasien peserta Jamkesda tidak berbeda
dengan yang disediakan bagi pasien umum. Yang
membedakan adalah akses terhadap layanan. Pasien peserta
Jamkesda memperoleh layanan secara gratis (karena dibayar
oleh pemerintah Kabupaten Malang), sedangkan pasien
umum dengan membayar sendiri (out of pocket) ataupun
dengan premi bagi pasien peserta asuransi komersial.

Proses desentralisasi penyelenggaraan penyediaan layanan
Jamkesda terkesan “setengah hati”, utamanya dalam hal
penyediaan alokasi anggaran pembiayaan sistem Jamkesda.
Besarnya jumlah warga miskin yang berhak atas akses
terhadap layanan Jamkesda tidak diimbangi dengan upaya
pemerintah Kabupaten Malang untuk secara intensif maupun
ekstensif menggali sumber-sumber PAD agar alokasi
anggaran sistem ]agfikesda dapat ditingkatkan. Namun,
pemerintah Kabupaten Malang justru lebih menggantungkan
kepada kucuran dana pemerintah pusat berupa dana
perimbangan. Digulirkannya JKN sejak 1 Januari 2014
mendapat dukungan kuat dari pimpinan pemerintah
Kabupaten Malang, seolah dengan hadirnya JKN pemerintah
Kabupaten Malang akan terlepas dari sebuah beban yang
berat.

Komitmen dan konsistensi pemerintah Kabupaten Malang
dalam penyelenggaraan sistem Jamkesda lemah. Sekalipun
visi, misi, dan program prioritas pembangunan Kabupaten
Malang menempatkan penyediaan layanan kesehatan yang
terjangkau bagi masyarakat miskin sebagai prioritas pertama,
namun penyediaan layanan sistem Jamkesda tidak dapat
ditemukan dalam rencana kerja pembangunan daerah,
rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka
panjang. Lemahnya komitmen dan konsistensi juga dapat
dilihat dari tidak adanya regulasi dan lembaga yang secara
khusus mengatur dan mengelola penyelenggaraan sistem
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6.1.7.

6.1.8.

182

Jamkesda, serta kurang adanya upaya (“greget”) untuk
mengatasi terbatasnya alokasi anggaran, infra struktur, dan
sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan sistem
Jamkesda.

Faktor pendorong bagi penyelenggaraan sistem Jamkesda di
Kabupaten Malang yaitu berbagai aturan perundangan
tentang desentralisasi pemerintahan ataupun tentang
desentralisasi kesehatan, keputusan mahkamah konstitusi
yang memberi ruang bagi daerah untuk menyelenggaraan
Jayanan kesehatan secara otonom, dan peraturan daerah
provinsi Jawa Timur tentang sistem jaminan kesehatan
daerah. Selain itu visi, misi, dan program prioritas
pembangunan Kabupaten Malang yang menempatkan
penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau bagi rakyat
miskin sebagai prioritas pertama juga menjadi faktor
pendorong. Demikian juga dengan dimilikinya otoritas yang
besar oleh dinas kesehatan Kabupaten Malang, serta
meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku
hidup sehat menjadi faktor pendorong yang tidak kurang
pentingnya dalam penyelenggaraan sistem Jamkesda.

Faktor penghambat utama bagi penyelenggaraan sistem
Jamkesda di Kabupaten Malang adalah lemahnya komitmen
(political will) pemerintah daerah dalam penyelenggaraan
sistem Jamkesda sebagai sebuah kebijakan sosial yang pro-
poor. Sedangkan faktor lain yang tidak kalah penting adalah:
tidak adanya payung hukum (regulasi) yang khusus
mengatur penyelenggaraan sistem Jamkesda; tidak adanya
lembaga yang secara khusus dan otonom (semacam
governance body) sebagai penyelenggara Jamkesda; kapasitas
fiskal (fiscal capacity) yang rendah yang berakibat pada
terbatasnya alokasi anggaran untuk penyelenggaraan
jamkesda; lunturnya budaya malu masyarakat; budaya dan
perilaku birokrat yang belum berkarakter melayani;
kesenjangan geografis (spasial) antar kawasan terutama di
kawasan pelosok dan perbatasan; dan dilaksanakannya JKN
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(BPJS Kesehatan) per 1 Januari 2014); serta tidak adanya
keterlibatan stakeholders.

6.2. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Desentralisasi Penyediaan Layanan
Kesehatan (Studi tentang Penyediaan Jamkesda di Kabupaten
Malang Provinsi Jawa Timur ini menghasilkan manfaat baik secara

teoritis maupun prakdtis.

6.2.1. Manfaat Teoritis ‘

Era governance telah membawa pergeseran government ke
governance yang menciptakan era mainstream teori administrasi
publik yang menekankan governance dan new public management
(NPM), bahkan sampai kepada new public service (NPS). Makna
publik juga bergeser dari ‘penguasaan orang banyak’ yang identik
dengan pemerintah ke ‘bagi kepentingan orang banyak’ yang
identik dengan istilah® stakeholders. Pergeseran ini pada
kenyataannya juga membawa implikasi kepada berubahnya
pandangan tentang negara (state) dalam pelayanan publik dasar
(basic public szrvice). Ada tuntutan kepada negara (state)—dalam hal
ini adalah pemerintah daerah-untuk lebih berperan dominan dan
melakukan inovasi bagi penyediaan layanan publik dasar, terutama
yang bersifat sebagai barang publik (public goods), seperti layanan
kesehatan yang diperuntukkan kalangan masyarakat tertentu
(miskin), ~demi mengantisipasi kegagalan pasar untuk
penyelenggaraannya. Namun, ketika sebuah pemerintah daerah
mengalami keterbatasan sumber-sumber, dan kemudian hanya
menggantungkan kepada pemerintah pusat, maka ia akan kembali
kepada pelukan sentralisasi. Di sinilah sebenarnya diperlukan
kehadiran konsep decentralized governance, yang memungkinkan
sebuah pemerintah daerah yang lemah untuk melibatkan
stakeholders dalam urusan penyediaan layanan publik, khususnya
layanan kesehatan. Inovasi yang sejalan dengan konsep decentralized
governance, utamanya adalah pada pembentukan sebuah governarnce
bodies atau state auxiliary agencies. Secara konsep governance bodies
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atau state auxiliary agencies memiliki anggota yang mencerminkan
pilar governance, yaitu dengan adanya unsur pemerintah,
masyarakat sipil, dan dunia usaha. Ia diberi kewenangan untuk
mengambil kebijakan, suatu kewenangan yang dalam teori
administrasi publik lama (old public administration) menjadi
monopoli negara (pemerintah). Dengan inovasi teori semacam ini
membuka peluang bagi penerapan prinsip-prinsip welfare state di
dalam suatu local governance yang decentralized governance.

Temuan lain penelitian juga menunjukkan bahwa di satu
sisi sektor kesehatan itu tidak bisa berdiri sendiri, dan pada sisi lain
sektor-sektor di luar kesehatan, khususnya sektor administrasi
pemerintahan kurang memiliki kepedulian terhadap sektor
kesehatan. Padahal, secara teori sektor kesehatan itu erat berkaitan
dengan persoalan kebijakan sosial dan kualitas sumberdaya
manusia. Ini dapat dilihat dari dimasukkannya sektor kesehatan
sebagai salah satu tyjuan capaian dari Millenium Development Goals
(MDGs). Karenanya, fakta ini penting bagi ilmu adimistrasi publik
untuk memberikan perhatian serius terhadap sektor kesehatan ini
dengan misalnya, mengembangkan kajian khusus tentang kebijakan
sosial dengan sub kajian kebijakan kesehatan, atau menjadikan isu-
isu kesehatan menjadi bagian dari suatu kajian tertentu.

6.2.2. Manfaat Praktis

Temuan penelitian mengenai faktor-faktor pendorong dan
penghambat penyelenggaraan layanan sistem Jamkesda dapat
memberikan manfaat praktis dalam perumusan kebijakan sosial,
khususnya kebijakan yang berkaitan dengan layanan kesehatan
bagi masyarakat miskin di Kabupaten Malang. Dengan temuan-
temuan itu, pemerintah Kabupaten Malang dan jajarannya, bukan
saja dituntut untuk meningkatkan komitmen dan konsistensinya
dalam kebijakan sosial dalam wujud penyelenggaraan sistem
Jamkesda. Lebih dari itu, pemerintah Kabupaten Malang juga
sudah semestinya untuk mengimplementasikannnya dalam wujud
peningkatan penyediaan struktur, infra struktur, alokasi anggaran,

dan sumberdaya manusia demi mewujudkan visi, misi, dan
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program pembangunan kesehatan untuk rakyat miskin, serta
memberikan jaminan keberlanjutannya guna mewujudkan cita-cita
negara kesejahteraan.

Kerangka rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil
pembahasan penelitian, setidaknya juga dapat menjadi masukan
bagi pemerintah Kabupaten Malang dalam merekonstruksi tata
hubungan antar aktor atau elemen layanan kesehatan sistem
Jamkesda untuk dapat lebih menjamin kepastian dan keberlanjutan
layanan kesehatan bagi masyarakat miskin non-Jamkesmas
maupun yang belum ter-cover melalui sistem JKN atau BPJS
Kesehatan.
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